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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS
2.1    Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

2.1.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu disampaikan untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui variabel-variabel penelitian yang digunakan, sehingga dapat memberikan gambaran atau originalitas temuan.

2.1.1.1   Hasil Penelitian Supriatno (2009)

Supriatno (2009) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Disiplin Kerja Anggota POLRI pada Unit Patroli Mobil Satuan SAMAPTA Polwiltabes Bandung. Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok yaitu disipiplin kerja anggota Polri yang rendah, hal tersebut diduga karena belum dilaksanakannya pengawasan melekat secara penuh pada Unit Mobil Satuan SAMAPTA Polwiltabes Bandung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan fenomena sosial yang tengah berlangsung, dimana sebagai variabel bebas (X) adalah pengawasan melekat dan sebagai variabel terikat (Y) adalah disiplin kerja. Kedua, analisis kuantitatif yaitu analisis jalur (path analysis)  dengan maksud untuk mengetahui besaran pengaruh variabel pengawasan melekat terhadap disiplin kerja Anggota POLRI pada Unit Patroli Mobil Satuan SAMAPTA Polwiltabes Bandung.

Hasil pengujian secara keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa pengawasan melekat berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin kerja sebesar 31,72%, sedangkan sisanya sebesar 68,28% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Namun setelah dilakukan pengujian secara individual, terdapat kriteria dari variabel pengawasan melekat yang kurang berpengruh terhadap disiplin kerja yaitu kriteria pemantauan (-3,12%) dan kriteria tindak lanjut (-17,7%) sehingga untuk selanjutnya kriteria tersebut dianggap tidak berpengaruh, walaupun dalam organisasi kriteria tersebut tetap diperhatikan. Adapun kriteria yang berpengaruh terhadap disiplin kerja adalah kriteria pemeriksaan (44,31%), kriteria evaluasi (35,17%) dan kriteria tindakan korektif (38,81%).

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kriteria pengawasan melekat yang belum dijalankan secara optimal, walaupun variabel pengawasan melekat berpengaruh secara signifikan terhadap disiplin kerja Anggota POLRI pada Unit Patroli Mobil Satuan SAMAPTA Polwiltabes Bandung.
2.1.1.2   Hasil Penelitian Donny Prakasa Utama (2010)

Donny Prakasa Utama (2010) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Disiplin Kerja Dan Sistem Kompensasi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok kualitas pelayanan di lingkup BKN belum dikatakan optimal. Hal ini juga menjelaskan terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Dengan kala lain, sumber daya manusia (pegawai) belum memiliki kinerja yang baik, sehingga belum dapat mengimplementasikan program-program atau kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditentukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori) menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survai yang memerlukan data statistik. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur (Path Analysis). Dimana untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya baik itu pengaruh yang sifatnya langsung atau yang tidak langsung.

Hasil penelitian menunjukan bahwa disiplin kerja dan sistem kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dengan demikian, baik buruknya disiplin kerja pegawai dan baik buruknya sistem kompensasi akan berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja pegawai di lingkungan organisasi ini. Dari perhitungan statistik memperlihatkan bahwa variabel sistem kompensasi ternyata mempunyai nilai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel disiplin kerja dalam mempengaruhi baik buruknya kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Hal ini dimungkinkan karena sistem kompensasi yang baik dapat meningkatkan motivasi atau semangat kerja para pegawai. Sedangkan, disiplin kerja justru lebih sebagai faktor akibat dari adanya motivasi atau semangat kerja pegawai yang tinggi. Dengan demikian, kedua faktor tersebut saling mendukung bagi terwujudnya kinerja pegawai yang rendah maupun tinggi dalam organisasi ini.

2.1.1.3   Hasil Penelitian I Gusti Ngurah Supanji (2010)

I Gusti Ngurah Supanji (2010) melakukan penelitian mengenai Analisis Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Pelayanan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan teknik kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi belum berkualitas. Penelitian ini menemukan bahwa pelayanan yang belum berkualitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi. Faktor internal organisasi terdiri dari faktor sumber daya manusia dan faktor lingkungan kerja. Faktor eksternal organisasi meliputi dukungan pemerintah daerah dan dukungan masyarakat. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa kedua faktor tersebut memberikan dukungan yang rendah sehingga kualitas pelayanan menjadi rendah. Keseluruhan faktor di atas, baik faktor internal maupun eksternal sangat berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan. Dukungan faktor-faktor tersebut yang masih rendah menyebabkan pelayanan kurang berkualitas yang dapat dilihat dari responsitas dan resposibilitas yang kurang, produktivitas rendah, dan belum dirasakan ada keadilan oleh wajib pajak dan wajib retribusi.
2.1.1.4   Hasil Penelitian Priana Wirasaputra (2011)

Priana Wirasaputra (2011) melakukan penelitian mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Layanan Pengelolaan Sampah (Studi pada PD Kebersihan Kota Bandung) dimaksudkan untuk menelaah pengaruh fungsi pengembangan sumberdaya manusia yang terdiri dari aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi pengembangan SDM. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh pengembangan SDM yang terdiri dari aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi terhadap layanan pengelolaan sampah di Kota Bandung, secara parsial maupun simultan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan jalur untuk mengetahui tingkat pengaruh dan hubungan variabel-variabel eksogen terhadap variabel endogennya.

Temuan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum: (a) perencanaan pengembangan SDM yang disusun PD Kebersihan Kota sebagian besar diimplementasikan di lapangan, (b) implementasi pengembangan SDM sebagai perwujudan dari perencanaan strategi PD Kebersihan terlaksana dengan baik dan sebagian besar mencapai target yang ditentukan, terlepas dari adanya masalah teknis di lapangan, dan (c) evaluasi pengembangan SDM ternyata jarang dilakukan oleh pihak PD Kebersihan dan walaupun dilakukan, hasil evaluasi juga jarang digunakan untuk pengambilan keputusan. Hasil analisis regresi mengungkapkan bahwa perencanaan, implementasi, dan evaluasi pengembangan SDM secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan pengelolaan sampah PD Kebersihan Kota Bandung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SDM yang ada di PD Kebersihan Kota Bandung memang memegang peranan penting dalam meningkatkan layanan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah (1) karena evaluasi pengembangan SDM tidak begitu berhasil dalam menangani masalah pengelolaan sampah, pihak PD Kebersihan Kota Bandung hendaknya terus melakukan peningkatan dalam aktivitas evaluasi sehingga umpan balik dari aktivitas evaluasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja individu, kelompok, dan sistem PD Kebersihan Kota Bandung dalam mengelola sampah, dan (2) PD Kebersihan hendaknya menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung, LSM, sponsor, dan masyarakat pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan TPA . Kerja sama dan koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dan PD Kebersihan sangat diperlukan karena kedua lembaga tersebut sangat berperan dalam pembangunan di Kota Bandung.
2.1.1.5   Hasil Penelitian Ana Puspita Sari (2013)

Ana Puspita Sari (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Komitmen Organisasional, Disiplin Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Surakarta. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang menjadi obyek penelitian ini adalah pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surakarta. Sampel yang digunakan berjumlah 44 orang pegawai yang ditentukan menggunakan cara simple random sampling dimana anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasional (X1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap prestasi kerja pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surakarta, sedangkan disiplin kerja (X2) dan motivasi

kerja (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja pegawai  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surakarta.
2.1.1.6   Relevansi dengan Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah memaparkan hasil penelitian dari Supriatno (2009), Donny Prakasa Utama (2010), dan I Gusti Ngurah Supanji (2010), dapat dilihat relevansi keterkaitan antara hasil penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti pada tabel berikut ini :
Tabel 1
Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Tesis Peneliti
	No
	Nama peneliti/judul
	Teori penelitian terdahulu
	Teori yang digunakan peneliti
	Persamaan/ perbedaan

	1
	Supriatno (2009)

Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Disiplin Kerja Anggota POLRI pada Unit Patroli Mobil Satuan SAMAPTA Polwiltabes Bandung
	· Kriteria-kriteria pengawasan melekat dari Nawawi (1995:61)

· Disiplin kerja dari Saydam (2000:288)
	· Faktor-faktor  disiplin kerja dari   Moenir (2005:183)

· Faktor-faktor kualitas pelayanan dari Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner dalam Tjiptono (2006:70)


	· Sama-sama membahas disiplin kerja, namun beda kedudukan variabelnya.
· Teori yang digunakan berbeda.
· Obyek penelitian berbeda.



	2
	Donny Prakasa Utama (2010)

Pengaruh Disiplin Kerja dan Sistem Kompensasi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Negara

	· Disiplin kerja dari Saydam (2000:288)
· Kompensasi dari Mondy (2002:205)

· Kinerja pegawai dari Veithzal Rivai (2005 : 130)
	· Faktor-faktor  disiplin kerja dari   Moenir (2005:183)

· Faktor-faktor kualitas pelayanan dari Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner dalam Tjiptono (2006:70)


	· Sama-sama membahas disiplin kerja, namun beda kedudukan variabelnya.
· Teori yang digunakan berbeda.
· Obyek penelitian berbeda.


	3
	I Gusti Ngurah Supanji (2010)

Analisis Kualitas Pelayanan Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Pelayanan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah)

	· Dimensi kualitas pelayanan dari Morgan dan Murgatroyd (2004:105
	· Faktor-faktor  disiplin kerja dari   Moenir (2005:183)

· Faktor-faktor kualitas pelayanan dari Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner dalam Tjiptono (2006:70)


	· Sama-sama membahas kualitas pelayanan.
· Teori yang digunakan berbeda.
· Obyek penelitian berbeda.


	4
	Priana Wirasaputra (2011)

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Layanan Pengelolaan Sampah (Studi pada PD Kebersihan Kota Bandung)

	· Pengembangan SDM dari Hasibuan (2006)

· Kriteria layanan pengelolaan sampah dari Dunn, W.N (1994)
	· Faktor-faktor  disiplin kerja dari   Moenir (2005:183)

· Faktor-faktor kualitas pelayanan dari Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner dalam Tjiptono (2006:70)


	· Sama-sama membahas kualitas pelayanan.
· Teori yang digunakan berbeda.
· Obyek penelitian berbeda.


	5
	Ana Puspita Sari (2013)

Pengaruh Komitmen Organisasional, Disiplin Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Surakarta
	·  Komitmen organisasional dari Mayer, Allen, dan Smith (dalam Sopiah, 2008:157)

·  Disiplin kerja dari Sondang (2001:172)

·  Motivasi kerja dari  Robbins (2001:166)

·  Prestasi kerja dari Handoko (2001:135)
	· Faktor-faktor  disiplin kerja dari   Moenir (2005:183)

· Faktor-faktor kualitas pelayanan dari Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner dalam Tjiptono (2006:70)


	· Sama-sama membahas disiplin kerja, namun beda kedudukan variabelnya.
· Teori yang digunakan berbeda.
· Obyek penelitian berbeda.



Sumber : Hasil Penelitian dari berbagai Literatur, 2015
Dari Tabel 1 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari variabel-variabel yang diteliti terdapat beberapa penelitian yang variabelnya sama namun menggunakan dimensi dan pengukuran indikator yang berbeda dengan penelitian ini yang disesuaikan dengan aplikasi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara penelitian–penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dituangkan dalam tesis ini. Perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

1. Dilihat dari dimensi masing-masing variabel penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu pada hubungan variabel yang sama dengan penelitian, demikian pula dengan indikator pengukuran yang berbeda dengan peneliti sebelumnya.

2. Belum ada penelitian yang mengkaji hubungan secara menyeluruh antara disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan.
3. Penelitian ini menggunakan alat analisis jalur (path analysis) dan akan diuji pengaruh baik secara parsial maupun simultan.
2.1.2
Lingkup Administrasi Publik

Berkaitan dengan konsentrasi studi yang penulis pelajari, maka akan diuraikan beberapa hal tentang administrasi publik. Administrasi publik adalah bagian dari kinerja Pemerintah, merupakan salah satu cara di mana tujuan dan rencana kerja Pemerintah dapat diwujudkan. Administrasi publik sebagai salah satu cabang ilmu sangat erat kaitannya dengan pengimplementasian nilai-nilai politik. Administrasi publik dapat diartikan sebagai bagian dari badan eksekutif pemerintahan (Rosenbloom,David.H and Kravchuk, Robert S, 2005:4). 

Proses administrasi publik terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi tujuan atau keinginan Pemerintah. Hal ini tetap berjalan, bagian ’bisnis’ pemerintah, berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang dibuat oleh badan legislatif dan pengadilan melalui proses organisasi dan manajemen. Administrasi publik : (a) adalah usaha bersama suatu kelompok dalam masyarakat; (b) meliputi tiga badan pemerintahan dan keterkaitannya satu sama lain- eksekutif, legislatif dan yudikatif; (c) memiliki peran penting dalam menformulasikan kebijakan publik dan oleh karenanya menjadikannya sebagai proses politik (Rosenbloom,David.H and Kravchuk, Robert S, 2005:4).

Administrasi Publik adalah organisasi dan management dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Public Administration adalah suatu seni dan ilmu tentang management yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Public administration itu “seni” atau “ilmu”, adalah suatu kenyataan bahwa istilah Public administration dapat berarti (1) suatu lapangan penyelidikan ilmu, suatu disiplin atau suatu studi, (2) suatu proses atau kegiatan mengenai urusan-urusan public. Pengertian Public administration adalah tindakan-tindakan rasionil. Public administration adalah proses tindakan untuk realisasi kepentingan-kepentingan public- sebagaimana ternyata dalam defenisi-yang sebesar-besarnya. Dalam Public administration sebagai suatu kegiatan, usaha penyesuaian alat-alat guna mencapai tujuan umum yang sebesar-besarnya terus-menerus diadakan, walaupun pengertian public dan taraf berpikir dari pada orang-orang yang mengambil bagian dalam kegiatan itu beraneka ragam(Waldo,Dwight. 1996:17-18)

Pendekatan manajerial tradisional dalam administrasi publik bersumber pada abad 19, di mana para pengubah pelayanan masyarakat yang pertama kali mempromosikan pendekatan ini sebagaimana dikenalkannya organisasi pelayanan publik. Para pengubah memprotes, politik yang bersifat perlindungan dalam pelayanan terhadap masyarakat yang menyebabkan berbagai kekacauan dalam pemerintahan seperti korupsi, inefisiensi. Dalam pandangan para reformer bahwa apa yang masyarakat sipil butuhkan adalah bagian bisnis dari pemerintah yang diatur secara bisnis. Hal ini berkonsekuensi kepada penunjukan para pemimpin yang berdasarkan ”merit” dan kecocokan daripada partisipasi politik dari masyarakat. Banyak para reformer berpikir bahwa para pegawai negeri yang dituntut aktif dalam mengambil bagian dalam pemilihan politik daripada voting (Rosenbloom,David.H and Kravchuk, Robert S, 2005:16).

Pendekatan manajerial pada administrasi publik di mana orang-orang yang mengelompokkan administrasi publik dalam terms manajerial, mengambil pendekatan bisnis yang bertujuan untuk meminimalisir perbedaan antara administrasi publik dan administrasi niaga/private. Dalam pandangan mereka, administrasi publik sangat penting sama halnya seperti bisnis besar yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajerial dan nilai-nilai manajerial. Pandangan seperti ini sangat sering didengung-dengungkan di media dan dalam pemilihan pemimpin politik yang bertujuan untuk sebuah nilai ”birokrasi” dan sekumpulan kebijakan yang mempengaruhi/ dapat mempengaruhi pelayanan pada masyarakat. Hal ini menjadi tidak biasa ketika kampanye pemilihan presiden yang tidak menekankan pada calonnya yang tidak memiliki kemampuan manajerial dalam sebuah birokrasi yang federal dan membuatnya menjadi lebih efisien dan lebih ekonomis (Rosenbloom,David.H and Kravchuk, Robert S, 2005:15). 

Pendekatan politik pada administrasi publik bertujuan lebih pada kekuatan yang dinyatakan oleh Wallace ”Administrasi publik adalah masalah utama dalam teori politik : dasar permasalahan dalam sebuah demokrasi yang bertanggung jawab dalam mengontrol masyarakat; sebuah tanggung jawab yang diambil oleh agen pemerintah dan para birokrat yang dipilih secara resmi (seperti para pimpinan eksekutif dan para legislator) yang memegang peranan penting dalam sebuah pemerintah berdasarkan peningkatan kualitas/kekuatan oleh agen-agen administrator. Pendekatan ini berkembang seiring dengan penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh Paul Appley. Paul berpendapat bahwa administrasi adalah sebuah proses politik. Pendekatan politik pada administrasi publik menekankan pada nilai-nilai yang mewakili tanggung jawab politik dan akuntabilitas melalui pemilihan secara resmi oleh rakyat. Hal ini menggambarkan syarat-syarat demokrasi secara konstitusional dan berbagai aspek pemerintahan, yang lebih ditekankan pada transparansi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik(Rosenbloom,David.H and Kravchuk, Robert S, 2005:26).

Pendekatan legal pada Administrasi Publik merujuk pada 3 hal yang saling berhubungan yaitu (1) administrasi hukum, yang membedakan badan hukum dan peraturan yang mengontrol proses administrasi secara umum yang meliputi status,budget, pelayanan dan agen-agen yang berkaitan dan keputusan hukum secara konstitusional; (2) Perubahan menuju yudisial dalam administrasi publik. Yudisial ini bertujuan pada proses administrasi meningkatkan prosedur yang menggambarkan pengamanan hak-hak individu.; (3) Peraturan perundangan hak-hak untuk menyeimbangkan perlindungan sangat kuat diterapkan dalam berbagai masalah administrasi yang berkisar dari pengrekrutan pegawai negeri sampai pada sistem pengoperasian sekolah-sekolah umum dan lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Definisi pelayanan publik menurut Lonsdale dan Enyedi dalam Zauhar, Soesilo (2001) mengartikan service as assisting or benefiting individuals through making useful things available to them. Public service diberi makna sebagai something made available to the whole of population, and it involves things which people can not normally provide for themselves i.e people must act collectively. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh publik. Mengingat sektor publik sangat terkait dengan keberadaan pemerintah, maka pelayanan publik juga dapat disamakan dengan terminologi pelayanan pemerintah (government service) yang diartikan sebagai pemberian pelayanan oleh agen pemerintah melalui pegawainya (the delivery of a service by a government agency using its own employees).

Pelayanan publik menyangkut dua aktor penting yaitu pemerintah sebagai penyedia barang atau jasa dan konsumen atau warga sebagai pengguna barang atau jasa. Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan dari pemerintah yang diberikan kepada warga masyarakat. Dalam hal ini barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dapat berupa barang dan jasa seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Bidang yang disediakan oleh pemerintah merupakan bidang yang esensial bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari ( Zauhar dalam Prasojo, et.al, 2006 :7).

Keterlibatan Pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik melalui beragam variasinya disebabkan oleh sejumlah alasan. Alasan yang paling klasik adalah akibat ketidaksempurnaan berlakunya teori pasar. Pasar tidak dapat bekerja secara sempurna jika terjadi economic of scale, monopoli dan ketimpangan informasi mengenai harga serta tidak dapat memberi pelayanan dengan baik dan efisien manakala jenis pelayanannya termasuk kedalam kategori public goods and service, yaitu barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh setiap orang pada saat bersamaan (non rivalry) tanpa melihat peran sertanya dalam penyediaan barang tersebut (non excludability) ( Zauhar dalam Prasojo, et.al, 2006 :9).

Selain itu, adanya eksternalitas-yaitu manfaat dan kerugian dari suatu kegiatan produksi tak diperhitungkan dalam penetapan harga-juga menjadi penyebab kenapa mekanisme pasar tak dapat berjalan secara efisien. Jika mekanisme pasar tak dapat berjalan dengan baik, di mana suatu pelayanan dapat dinikmati oleh semua orang tanpa kecuali, maka sudah pasti tidak akan ada pelaku bisnis/ekonomi yang tertarik untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran birokrasi publik sangat diperlukan untuk membetulkan mekanisme pasar dan menghalangi mekanisme pasar yang merugikan publik. ( Zauhar dalam Prasojo, et.al, 2006 :7). Pertimbangan lain yang sering dipakai sebagai justifikasi keterlibatan birokrasi publik dalam pelayanan publik adalah pertimbangan politik. Pertimbangan ini dipakai untuk menghindari kemungkinan masyarakat dirugikan oleh penyelenggaraan pelayanan di pasar bebas yang acapkali kepentingannya berbenturan dengan kepentingan publik. 

Frederick W.Taylor dalam Lubis & Huseini (1987:2) mengemukakan teori pendekatan klasik yaitu : memisahkan secara tegas tugas-tugas yang coraknya berbeda; memperkenalkan penggunaan standar; kemungkinan untuk menetapkan besarnya upah dan upah perangsang secara adil. Elton Mayo dalam Lubis & Huseini (1987:4) mengemukakan pendekatan human relation, dengan prinsip : organisasi adalah suatu sistem sosial; interaksi sosial menyebabkan munculnya kelompok non-formal; interaksi sosial patut diarahkan agar pengaruhnya positif bagi individu/kelompok; kelompok nonformal diarahkan sesuai kepentingan organisasi. Joan Woodward, terkenal dengan pendekatan modern yaitu : organisasi dipandang sebagai suatu sistem terbuka; keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk organisasi menyesuaikan dengan lingkungan di mana organisasi itu berada. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik Osborne and Gaebler (1993:20-200) mengenalkan reinventing government, yang menelorkan 10 prinsip antara lain peran pemerintah dari yang tadinya mengelola pelayanan publik secara langsung diubah menjadi pengendali pelayanan publik, peran pemerintah memberdayakan daripada memberikan pelayanan; pemerintah ‘menyuntikkan’ kompetisi ke dalam pemberian pelayanan publik; pemerintah menjadi organisasi yang berorientasi pada misi; pemerintah berorientasi pada apa yang dihasilkan dalam suatu pelayanan publik, uang yang dibelanjakan untuk pelayanan publik berasal dari publik (masyarakat) sehingga dituntut dikembalikan kepada masyarakat; pemerintah berorientasi pada bagaimana menghasilkan uang; pemerintah berorientasi pada antisipasi terhadap keadaan mendatang; pemerintah yang berorientasi pada pasar. 

2.1.3    Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Rasyid (2008:106) mengatakan pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional.

Rasyid (2008:108) lebih lanjut menyatakan bahwa pelayanan publik (public services) oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (2008) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut :

1.
Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;

2.
Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;

3.
Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

a. Prosedur/tata cara pelayanan;

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan  administratif;

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

4. 
Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan  kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta;

5. 
Efisiensi, mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung  dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

6. 
Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

7.
Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa  yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;

8.
Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang.

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function).

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagaimana di atas, namun tidak berarti bahwa pemerintah harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan seluruh fungsi-fungsi tadi. Beberapa bagian dari fungsi tadi bisa menjadi bidang tugas yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan menggunakan pola kemitraan (partnership), antara pemerintah dengan swasta untuk mengadakannya. Pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan dengan gagasan reinventing government yang dikembangkan Osborne dan Gaebler (2002:206).

Namun dalam kaitannya dengan sifat barang privat dan barang publik murni, maka pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban menyediakan barang publik murni, khususnya barang publik yang bernama rules atau aturan (kebijakan publik). Barang publik murni yang berupa aturan tersebut tidak pernah dan tidak boleh diserahkan penyediaannya kepada swasta. Karena bila hal itu dilakukan maka di dalam aturan tersebut akan melekat kepentingan-kepentingan swasta yang membuat aturan, sehingga aturan menjadi penuh dengan vested interest dan menjadi tidak adil (unfair rule). Karena itu peran pemerintah yang akan tetap melekat di sepanjang keberadaannya adalah sebagai penyedia barang publik murni yang bernama aturan.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak dapat lepas dari kemampuan pegawai dalam pemberian pelayanan serta penyediaan fasilitas fisik. Hal ini sesuai dengan teori “The triangle of balance in service quality: dari Morgan dan Murgatroyd (2004:105), bahwa perlu dipertahankan keseimbangan dari ketiga komponen (interpersonal component, procedures environment/process component, and technical/professional component) guna menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan publik, yaitu sebagaimana dalam gambar 2.1 tersebut menjelaskan bahwa dalam melihat tinggi rendahnya kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara :

1.Bagian antar pribadi yang melaksanakan (Inter Personal Component);

2.Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (Process and Environment);

3.Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (Professional and Technical).
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Gambar 1

Segitiga Keseimbangan dalam Kualitas Pelayanan

(The Triangle of Balance in Service Quality)

Sumber : Warsito Utomo, (2007:110)

Model tersebut merupakan suatu segitiga sama sisi dimana puncaknya adalah interpersonal component dari suatu pelayanan, sedangkan pada sisi sebelah kiri dari segitiga tersebut didapati konteks fisik dan prosedur serta komponen proses. Pada sisi sebelah kanan didapatkan komponen teknik atau profesionalitas dalam menyampaikan pelayanan. Asumsi dari model ini adalah perlu dipertahankan keseimbangan antara ketiga komponen tersebut di dalam menyediakan suatu pelayanan yang baik. Apabila terlalu menekankan pada proses atau prosedur, akan memberikan kesan pelayanan yang berbelit-belit. Apabila terlalu menekankan pada komponen interpersonal akan menimbulkan impresi bahwa penyedia jasa pelayanan kurang memperhatikan profesional pelayanan, dan apabila terlalu menekankan pada aspek profesional dan teknis pelayanan akan memberikan kesan bahwa pelayanan dilakukan secara profesional namun tidak ada perhatian khusus secara individual.

Di dalam Total Quality Service (TQS) dapat didefinisikan sebagai sistem manajerial strategik dan integrative yang melibatkan semua manajer dan karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi, agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan (Ratminto, 2000 : 54). Strategi ini dapat digambarkan sebagai berikut :
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Sumber: Ratminto 2000:54
Dalam gambar tersebut, manajemen pelayanan yang baik hanya akan dapat diwujudkan bila penguatan posisi tawar pengguna jasa pelayanan mendapatkan prioritas utama. Dengan demikian, pengguna jasa diletakkan dipusat yang mendapatkan dukungan dari (a) sistem pelayanan pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat pengguna jasa, (b) kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan (c) sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa. Penguatan posisi yang dimaksud untuk menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara pelayanan dan pengguna jasa pelayanan ini juga harus diimbangi dengan berfungsinya ’mekanisme voice’ yang diperankan oleh media, LSM, organisasi profesi dan ombudsman atau lembaga banding (Ratminto, 2005:55).
2.1.4   Lingkup Disiplin Kerja


Kebutuhan kepuasan seseorang pasti berbeda-beda meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang sama, lingkungan kerja yang sama dsb. Ada sebagian orang yang merasa puas jika pemenuhan kebutuhan fisiknya telah terpenuhi, namun ada sebagian yang baru merasa puas jika pemenuhan kebutuhannya berupa kekuasaan, dan eksistensi diri sudah tercapai, sehingga pemenuhan kebutuhan fisik hanya dianggap sebagai keharusan untuk bisa hidup semata.


Masalah kebutuhan yang beraneka ragam ini, akan mempengaruhi perilaku dan tabiat individu pegawai yang bemacam-macam di dalam proses penyelesaian pekerjaannya. Penggunaan sumber daya manusia yang mempunyai perilaku dan tabiat individu pegawai yang bemacam-macam dikarenakan berbagai kebutuhan individu dan kelompok serta tujuan organisasi yang harus dicapai, mengharuskan suatu perusahan mempunyai aturan-aturan yang harus dibuat, baik berupa prosedur kerja, standar kerja, petunjuk dan latihan kerja, maupun petunjuk tertulis yang harus dipatuhi. Untuk itu perlu diberlakukan disiplin kerja di dalam semua kegiatan organisasi.


Disiplin adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional hubungan kekaryawanan internal. Secara etiomologis, kata “disiplin” berasal dari kata Latin “diciplina” yang berarti mengajar. Pengertian disiplin menurut Simamora (2000:305) :


”Disiplin merupakan  bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki  dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya”. 
Sementara itu menurut Davis & Werther dalam Marwansyah (2010:410) :
“Disiplin diartikan tindakan manajemen yang mendorong terciptanya ketaatan pada standar-standar organisasi. Disiplin Pegawai adalah sarana yang digunakan oleh manajer untuk mengkomunikasikan kepada karyawan bahwa ia harus mengubah perilakunya”.

Menurut Mondy, (2008:162) : ”Disiplin adalah kondisi kendali diri karyawan dan perilaku tertib yang menunjukan tingkat kerja sama tim yang sesungguhnya dalam suatu organisasi”. 

Moenir (2005:183) menyatakan : 

“Disiplin merupakan kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bersama (organisasi)”. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok.

Dessler (2006:194), tujuan disiplin adalah untuk mendorong karyawan berperilaku hati-hati dalam pekerjaan (berhati-hati didefinisikan sesuai peraturan dan perundang-undangan). Dalam suatu organisasi peraturan dan perundang-undangan memiliki tujuan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh hukum dan masyarakat, disiplin dibutuhkan saat satu dari peraturan dan perundang-undangan di langgar. Proses yang adil dan disiplin didasarkan pada tiga pilar yaitu peraturan dan perundang-undangan yang jelas, system denda yag progresif, dan proses yang serius.

Hal senada diungkapkan juga oleh Mondy (2009:162)  yang  mengatakan : 
“Dalam suatu organisasi disiplin dibutuhkan pada saat peraturan atau perundang-undangan dilanggar dengan diberikan tindakan disiplin, tindakan disiplin yang efektif menangani perilaku salah karyawan bukan karyawan sebagai pribadi. 

Tindakan disiplin adalah tindakan mengenakan sanksi terhadap karyawan yang gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan konsekuensi adanya sanksi berupa teguran, skorsing, penurunan pangkat atau gaji dan pemecatan.” 

Menurut Klingner & Nalbandian dalam Gomez (2003:232) : “tindakan disiplin adalah pengurangan yang dipaksakan oleh majikan terhadap imbalan yang diberikan oleh organisasi karena adanya kasus tertentu”.

Mondy (2009:162) menyatakan :”proses tindakan disiplin bersifat dinamis dan berkelanjutan. Karena tindakan-tindakan seseorang bisa mempengaruhi orang-orang lain dalam sebuah kelompok kerja, penanganan tindakan disiplin yang tepat bisa mendorong perilaku baik dari para anggota kelompok lainnya. Sebaliknya, tindakan disiplin yang dilaksanakan tanpa dasar dan tidak tepat bisa memberikan pengaruh yang merugikan bagi para anggota kelompok lainnya.” 

Sementara itu menurut Rivai (2005:443) : 
“Kedisiplinan merupakan fungsi operatif sumber daya manusia yang terpenting. Semakin baik disiplin karyawan pada suatu perusahaan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai, sebaliknya tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi perusahaan mencapai hasil yang maksimal”.

Menurut Sutrisno (2009:91) bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada suasana, yaitu :

1. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam melakukan pekerjaan.

3. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

4. Berkembang rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan karyawan.

5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan.
2.1.4.1  Bentuk-Bentuk Disiplin

Menurut Saydam dalam Siagian (2008: 305) Bentuk disiplin terbagi dalam dua jenis yaitu disiplin korektif dan disiplin preventif

1. Disiplin Preventif :

adalah tindakan yang mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahkan pencegahan jangan sampai para karyawan berperilaku negatif. 

Menurut Marwansayah (2010:412) adalah tindakan yang diambil untuk mendorong karyawan agar mengikuti standar dan aturan sehingga pelanggaran bisa dicegah. 

2. Disiplin Korektif 

Pendisiplinan korektif. Jika ada karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi disipliner. Penegakan sanksi korektif harus diterapkan dengan memperhatikan paling sedikit tiga hal. Pertama, karyawan yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Kedua kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Ketiga, dalam hal pengenaan sanksi terberat yaitu pemberhentian perlu dilakukan wawancara keluar.
Berikut ini adalah bentuk-bentuk disiplin kerja menurut Veitzal Rivai (2005:444): 

1. Disiplin retributif adalah berusaha menghukum orang yang berbuat salah

2. Disiplin korektif  adalah berusaha membantu karyawan mengkoreksi perilakunya yang tidak tepat.

3. Perspektif hak-hak individu adalah berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner.

4. Perspektif utilitarian adalah berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya.

Newstrom dalam Asmiarsih (2006) menyatakan bahwa disiplin mempunyai 3 (tiga) macam bentuk, yaitu : 

1. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah tindakan SDM agar terdorong untuk menaati standar atau peraturan. Tujuan pokoknya adalah mendorong SDM agar memiliki disiplin pribadi yang tinggi, agar peran kepemimpinan tidak terlalu berat dengan pengawasan atau pemaksaan, yang dapat mematikan prakarsa dan kreativitas serta partisipasi SDM. 

2. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah tindakan dilakukan setelah terjadi pelanggaran standar atau peraturan, tindakan tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut. Tindakan itu biasanya berupa hukuman tertentu yang biasa disebut sebagai tindakan disipliner, antara lain berupa peringatan, skors, pemecatan. 

3. Disiplin Progresif 

Disiplin progresif adalah tindakan disipliner berulang kali berupa hukuman yang makin berat, dengan maksud agar pihak pelanggar bisa memperbaiki diri sebelum hukuman berat dijatuhkan.
2.1.4.2    Dimensi Disiplin 


Thoha (2004:90) menyatakan bahwa indikator-indikator kedisiplinan meliputi :

1. Tujuan dan kemampuan

Menurut Davis dan Newstrom (1996:86), tujuan pendisiplinan antara lain memperbaiki perilaku pelanggar standar, mencegah orang lain melakukan tindakan serupa dan mempertahankan standar kelompok yang konsisten dan efektif. Disinilah letak pentingnya prinsip ”right man in the right place” (orang yang tepat di tempat yang tepat).

2 .Keteladanan pimpinan

Keteladanan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menegakan kedisiplinan sebab pimpinan merupakan panutan bagi seluruh anggota organisasi. Apabila pemimpin tidak atau kurang dapat berdisiplin, maka hal ini akan menjadi contoh bagi bawahannya.
3. Balas jasa

Balas jasa atau reward akan mempengaruhi kedisiplinan individu karena semakin besar reward yang didapatkan oleh individu akan semakin baik pula kedisiplinan individu.

4   Keadilan 

Keadilan yang menjadi landasan pemberian reward dan hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karena sudah menjadi sifat manusia ingin diperlakukan setara dan merasa dirinya penting.

5.  Waskat (pengawasan melekat)

Waskat adalah tindakan nyata yang efektif dalam mewujudkan kedisiplinan. Dengan waskat, atasan secara langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan kinerja individu. Bawahan akan merasa diperhatikan, mendapat bimbingan, petunjuk, pengarahan dan pengawasan dari atasan. Untuk itu perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor sebagai berikut : a) absensi, b) alpa, dan c) keterlambatan kerja dan lingkungan kerja.

6. Sanksi hukuman

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan. Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap pelanggaran atau tindakan indisipliner, bersifat mendidik dan menjadi motivator untuk memelihara kedisiplinan.

7. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan. Pimpinan harus berani dan tegas dalam memutuskan setiap persoalan dan dalam memberikan hukuman pada setiap tindakan indisipliner. Apabila pimpinan kurang tegas dalam memberikan hukuman, maka boleh jadi akan semakin banyak terjadi pelanggaran karena bawahan menganggap bawahan peraturan sudah tidak berlaku lagi.

8. Hubungan kemanusian

Hubungan kemanusian yang harmonis dalam suatu organisasi ikut menciptakan kedisiplinan yang baik. Terciptanya hubungan yang baik juga akan menjadikan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman.

Sedangkan menurut Moenir (2005:183), indikator-indikator yang mempengaruhi disiplin kerja antara lain :

         1.Disiplin terhadap waktu yang meliputi : 


a) tingkat absensi, dan 


b) hilangnya waktu kerja.


c. penggunaan waktu istirahat
        2. Disiplin terhadap pekerjaan yang meliputi : 


a) efektivitas kerja, 


b) penggunaan peralatan, dan 


c) sikap hati-hati dalam melaksanakan tugas.
        3. Disiplin terhadap prosedur kerja yang meliputi : 


a) ketaatan pada tata tertib,  


b) menguasai cara kerja dan


c) taat hukum”.

2.1.5
Lingkup Kualitas Pelayanan

Dalam bisnis jasa, kualitas merupakan kunci keberhasilan usaha. Kualitas harus mulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini bahwa kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak perusahaan atau penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:57), “Quality is the totally of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied need”. Jasa atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen oleh perusahaan tentunya harus berkualitas, Gronroos yang dikutip Sutisna dan Suhartanto (2008:507) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai berikut : “The total service quality is perceived by the customer as a comparison between the expected service, which he or she expected to get, and perceived service, which the customer feels he in fact has received”. Adapun pengertian kualitas jasa menurut Wyckof dalam Tjiptono (2006:59) adalah: “Tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”.  

Dari pengertian di atas kualitas jasa merupakan keseluruhan ciri serta sifat dari setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak dapat dilihat yang berpengaruh pada kemampuanya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan yang dinyatakan atau yang tersirat. Parasuraman, Zeithaml, Berry dalam Tjiptono (2006:60) mengatakan ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived service Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan jasa yang diharapkan (expected service), maka kualitas jasa dipersepsikan baik. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi pelanggannya secara konsisten. 

Jasa yang ditawarkan tidak selalu  dapat memenuhi harapan pelanggan karena dalam proses jasa sering timbul berbagai kesenjangan (gap). Parasuraman, Zeithaml, Berry yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2009:92) membuat model kesenjangan (gap model) dari kualitas jasa yang menyoroti syarat-syarat utama untuk memberikan kualitas jasa yang tinggi. Model kesenjangaan (gap model) dari kualitas jasa sebagaimana dikemukakan oleh  Kotler dan Keller (2009:92) mengidentifikasi lima kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu :

1.
Gap between consumer expectation and management perception, artinya kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. Manajemen tidak selalu memahami scara tepat apa yang diinginkan pelanggan.
2. Gap between management perception and service quality specification, adalah Kesenjangaan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas jasa. Manajemen mungkin memahami secara tepat keinginan pelanggan tetapi tidak menetapkan suatu set standar kinerja spesifik.
3. Gap between service quality specifications and service delivery, artinya Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Para personil mungkin kurang terlatih atau tidak mampu atau tidak mau memenuhi standar. Atau mereka dihadapkan pada standar yang berlawanan, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan para pelanggan dan melayani mereka dengan cepat.
4 Gap between service delivery and external communications, artinya Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat wakil perusahaan dan iklan perusahaan.
4. Gap between percieved service and expected service, adalah Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Kesenjangan ini terjadi bila persepsi yang keliru tentang kualitas jasa tersebut. 

Gambar 3

Gambar 3

Model Kesenjangan (Gap Model) dari Kualitas Pelayanan

Sumber : Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Kotler dan Keller (2009:439)
Pada umumnya pelanggan akan menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dalam banyak sekali dimensi penialaian yaitu tangibles, reliability, responsiveness, competence, courtesy, credibillity, security, access, communication, dan understanding the customer. Dari kesepuluh dimensi tersebut dapat dikelompokan menjadi lima dimensi utama, yaitu dimensi reliability,tangibles, responsiveness, assurance, dan empathy.

Parasuraman dan kawan-kawan dalam Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner dalam Tjiptono (2006:70) mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu:

1.
Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan   sarana komunikasi. 

2.
Kehandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

3.
Daya tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan para staff untuk membantu para pasien dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4.
Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff; bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.

5.
Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pasien.
Hermawan (2006:264), mengatakan reliability merupakan dimensi yang paling penting dalam pelayanan, karena dimensi ini merupakan arti service yang sebenarnya. Karena kita harus selalu menghindari kesalahan terhadap konsumen karena service sebenarnya adalah preventif. Oleh karena itulah beliau meletakannya di tengah, seperti yang terlihat pada gambar 4 berikut ini.

                         
Gambar 4

Lima Dimensi Kualitas Jasa
Sumber :  Hermawan (2006:264)
Selain Parasuraman dan kawan-kawan, masih ada pakar lain yang mencoba merumuskan dimensi atau faktor yang dipergunakan konsumen dalam menilai kualitas jasa. Salah satu di antaranya adalah Gronroos (dalam Edvardsson, et al., dalam Tjiptono (2006:105) menyatakan bahwa ada tiga kriteria pokok, yaitu outcome-related, process-related dan image-related criteria. Ketiga kriteria tersebut masih dapat dijabarkan menjadi enam unsur, yaitu :

1. Professionalism and Skills
Kriteria yang pertama ini merupakan outcome-related criteria, di mana pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa (service provider), karyawan, sistem operasional dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara profesional.

2. Attitudes and Behavior
Kriteria ini adalah process-related criteria. Pelanggan merasa bahwa karyawan perusahaan (contact personnel) menaruh perhatian terhadap mereka dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka secara spontan dan senang hati.

3. Accessibility and Flexibility

Kriteria ini termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam kerja dan sistem operasionalnya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat melakukan akses dengan mudah. Selain itu juga dirancang dengan maksud agar dapat bersifat fleksibel dalam menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan.

4. Reliability and Trustworthiness

Kriteria ini juga termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa mempercayakan segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya.

5. Recovery
Recovery termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan menyadari bahwa bila ada kesalahan atau bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan yang tepat.

6. Reputation and Credibility

Kriteria ini merupakan image-related criteria. Pelanggan menyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya.
Oleh karena itu maka perusahaan harus selalu memperhatikan unsur-unsur dari dimensi kualitas pelayanan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan agar tercipta kepuasan bagi para pelangganya.
2.1.5.1   Mengelola Kualitas Pelayanan

Menurut Kotler dan Keller (2009:103) dengan adanya kesenjangan atau gap (Gap-1 s.d. Gap-5) sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, manajemen perusahaan harus mengupayakan agar kesenjangan yang terjadi dapat ditutup atau diminimalisir, sehingga pelayanan yang diterima oleh pelanggan (percieved service) akan sesuai atau mendekati dengan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan tersebut (expected service). 

Untuk mempermudah dalam pengelolaan kualitas jasa, maka berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi setiap jenis gap (gap-1 s.d. gap-5) kemudian dibuatlah model gap yang lebih lengkap agar dapat membantu analisis apa yang menyebabkan terjadinya gap dan bagaimana menutup atau meminimalisir gap tersebut. Kotler dan Keller (2009:109) membuat konsep model kualitas jasa yang diperluas seperti gambar 2.5 berikut ini :

Gambar 5 : Model Kualitas Pelayanan Yang Diperluas
Sumber : Zeithhaml, Parasuraman, dan Berry dalam Kotler dan Keller (2009:92)
2.1.5.2   Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Tjiptono (2006:95) menyatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tidaklah semudah membalikan telapak tangan atau menekan saklar lampu. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Upaya tersebut berdampak luas, yaitu terhadap budaya organisasi secara keseluruhan. Di antara berbagai faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengindentifikasikan determinan utama kualitas jasa, mengelola harapan pelanggan, mengelola bukti (evidence) kualitas jasa, mendidik konsumen tentang jasa, menegmbangkan budaya kualitas, menciptakan automating quality, menindaklanjuti jasa dan mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Determinan Utama Kualitas Jasa

Setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggannya. Untuk itu dibutuhkan identifikasi determinan utama kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu langkah pertama yanf dilakukan adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan jasa yang paling penting bagi pasar sasaran. Langkah berikutnya adalah memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap perusahan dan pesaing berdasarkan determinan-determinan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui posisi relatif perusahaan di mata pelanggan dibandingkan para pesaing, sehingga perusahaan dapat memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinan-determinan tersebut. Namun perusahan perlu memantau setiap determinan sepanjang waktu, karena sangat mungkin prioritas pasar mengalami perubahan.

2. Mengelola Harapan Pelanggan

Tidak jarang suatu perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan komunikasinya kepada pelanggan dengan maksud agar mereka terpikat. Hal seprti ini dapat menjadi bumerang begi peusahaan. Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar pula harapan pelanggan (bahkan bisa menjurus menjadi tidak realistis) yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. Untuk itu ada satu hal yang dapat dijadikan pedoman, yaitu “Jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan”.    

3. Mengelola Bukti (Evidence) Kualitas Jasa

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta tangibles yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. Dari sudut pandang perusahaan jasa, bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang diandang konsumen sebagai indikator ‘seperti apa jasa yang diberikan’ (pre-service expectation) dan ‘seperti apa jasa yang telah diterima’ (post-service evaluation). Bukti-bukti kualitas jasa bisa berupa fasilitas fisik jasa (seperti gedung, kendaraan dan lain sebagainya), penampilan pemberi jasa, perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk memberikan jasa, laporan keuangan dan logo perusahaan. Selain itu berbagai faktor seperti musik, warna, aroma, temperatur, lokasi gedung, tata letak jasa dan atmosfir (situasi dan kondisi) dapat pula menciptakan persepsi tertentu terhadap perusahaan jsa misalnya keramahan, ketenangan, kecermataan, wibawa, asionalitas maupun fleksibilitas. 

4. Mendidik Konsumen tentang Jasa

Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang lebih terdidik akan dapat mengambil keputusn secara lebih baik. Oleh karenanya kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. Upaya mendidik konsumen dapat dilakukan dalam bentuk :

a.Perusahaan mendidik pelanggannya untuk melakukan sendiri jasa/pelayanan  tertentu, misalnya mengisi blanko/formulir pendaftaran, mengangkut barang belanjaan sendiri, dan lain-lain.

b.Perusahaan membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan suatu jasa, yaitu sebisa mungkin menghindari periode puncak/sibuk dan memanfaatkan periode biasa (bukan puncak).    

c. Perusahaan mendidik pelanggannya mnegnai cara menggunakan jasa

d.Perusahaan dapat pula meningkatkan persepsi terhadap kualitas dengan cara menjelaskan kepada pelanggan alasan-alasan yang mendasari suatu kebijaksanaan ang bisa mengecewakan mereka.

5. Mengembangkan Budaya Kualitas

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilakn lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus-menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, siakp, norma, nilai, tradisi, prosedur dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar dapat tercipta budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota organisasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempelanar dan sekaligus dapat pula menghambat pengembangan jasa yang berkualitas, yaitu :

    a. Manusia, misalnya deskripsi kerja, seleksi, pelatihan, imbalan/gaji,  jalur karir.

    b. Organisasi/struktur, meliputi integrasi/koordinasi fungsi-fungsi dan struktur pelaporan.

    c .Pengukuran, yaitu evaluasi kinerja dan pemantauan keluhan dan kepuasan pelanggan.

   d.  Pendukung sistem, yakni faktor teknis, komputer, database.

   e.  Pelayanan, meliputi nilai tambah, entang dan kualitas, standar kinerja, pemuasan kebutuhan dan harapan.

   f. Program, meliputi pengelolaan keluhan, alat-alat penjualan/promosi, alat-alat manajemen.

   g. Komunikasi internal, terdiri atas prosedur dan kebijaksanaan, umpan balik dalam organisasi.

   h. Komunikasi eksternal, yakni pendidikan pelanggan (customer education), penciptaan harapan, citra (image) perusahaan.

6. Menciptakan Automating Quality : Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimilki. Meskipun demikian, sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi, perusahaan perlu melakukan penelitian secara seksama untuk menentukan bagian yang membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan otomatisasi. Perlu dihindari adanya otomatisasi yang mencakup keseluruhan jasa.

7. Menindaklanjuti Jasa

  Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa  yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka.

8. Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Jasa

  Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan berbagai macam pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan mencakup segala aspek, yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai perusahaan dan pelanggan. Pengembangan suatu sistem informasi kualitas jasa tidak hanya terbatas pada perusahaan besar. Mendengarkan suara pelanggan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan perusahaan apapun, tanpa terkecuali perusahaan kecil. Untuk memahami suara pelanggan tersebut diperlukan riset mengenai harapan dan persepsi, baik pelanggan maupun non pelanggan. Melalui riset ini akan diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dari sudut pandang pelanggan yang memanfaatkan atau menggunakan jasa. Secara umum sistem informasi kualitas jasa dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya :

  a.Memungkinkan pihak manajemen untuk memasukan suara pelanggan dalam pengambilan keputusan.

  b.Dapat mengetahui prioritas jasa pelanggan.

  c.Mempelancar proses identifikasi prioritas penyempurnaan jasa dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya.

  d.Memungkinkan dipantaunya kinerja jasa perusahaan dan pesaing setiap waktu.

  e.Memberikan gambaran mengenai dampak inisiatif dan investasi kualitas jasa.

  f.Memberikan performance-based data untuk keperluan penilaian.

2.2  Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang akan diuraikan pada bagian ini difokuskan dalam menentukan tujuan dan arah penelitian untuk memilih referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan mengemukakan teori utama sebagai basis pemikiran untuk menjelaskan struktur hubungan antara-teori-teori yang terlibat dalam kontelasi masalah disiplin kerja dan kualitas pelayanan.

Keberhasilan suatu organisasi, baik pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari fungsi disiplin kerja. Dalam pembahasan kerangka pemikiran ini sesuai dengan masalah yang dibahas meliputi : lingkup disiplin kerja yang dilanjutkan dengan pembahasan kualitas pelayanan.

Davis & Werther dalam Marwansyah (2010:410) mengemukakan bahwa “Disiplin diartikan sebagai tindakan manajemen yang mendorong terciptanya ketaatan pada standar-standar organisasi. Disiplin Pegawai adalah sarana yang digunakan oleh manajer untuk mengkomunikasikan kepada karyawan bahwa ia harus mengubah perilakunya”. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa disiplin merupakan bentuk sikap dari pegawai yang secara sukarela atau terpaksa untuk taat terhadap aturan yang telah ditetapkan organisasi.

Moenir (2005:183) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja antara lain :

         1.Disiplin terhadap waktu yang meliputi : 


a) tingkat absensi, dan 


b) hilangnya waktu kerja.


c. penggunaan waktu istirahat
        2. Disiplin terhadap pekerjaan yang meliputi : 


a) efektivitas kerja, 


b) penggunaan peralatan, dan 


c) sikap hati-hati dalam melaksanakan tugas.
        3. Disiplin terhadap prosedur kerja yang meliputi : 


a) ketaatan pada tata tertib,  


b) menguasai cara kerja dan


c) taat hukum”.
Bertitik tolak dari indikator-indikator yang mempengaruhi disiplin kerja di atas, bila dikaitkan dengan kualitas pelayanan perlu dilakukan disiplin kerja, sehingga kualitas pelayanan yang disampaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan menurut Wyckof dalam Tjiptono (2006:59) adalah: “Tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”.  

Dari pengertian di atas kualitas jasa merupakan keseluruhan ciri serta sifat dari setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak dapat dilihat yang berpengaruh pada kemampuanya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan yang dinyatakan atau yang tersirat. Parasuraman, Zeithaml, Berry dalam Tjiptono (2006:60) mengatakan ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived service Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan jasa yang diharapkan (expected service), maka kualitas jasa dipersepsikan baik. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi pelanggannya secara konsisten. 

Parasuraman dan kawan-kawan dalam Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner dalam Tjiptono (2006:70) mengemukakan bahwa pada dasarnya terdapat lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu:

1.
Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

2.
Kehandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

3.
Daya tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan para staff untuk membantu para pasien dan memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff; bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.

5. Empati (Empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pasien.

Schultz dalam Helmi (2006;205) menyatakan ada beberapa faktor yang menentukan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tingkat kecerdasan, bakat, sifat kepribadian, tingkat pendidikan, kualitas fisik,semangat kerja dan disiplin kerja. Lebih lanjut Helmi (2006) menyatakan seorang pegawai harus memiliki disiplin kerja yang tinggi, supaya para pegawai tersebut dapat menerapkan semua peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan pegawai tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Disiplin kerja tidak hanya semata -  mata patuh dan taat pada peraturan seperti penggunaan seragam kerja dan ketepatanwaktu bekerja tapi juga melibatkan komitmen baik diri sendiri ataupun komitmen dengan organisasi (kelompok kerja). Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dari kualitas pelayanan menurut John Svioka (2002:205) adalah disiplin perusahaan dalam memberikan pelayanan (Lupiyoadi, 2006). Dengan disiplin yang tinggi, para pegawai akan berusaha keras untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan tanggungjawab pekerjaannya. Sebaliknya pegawai yang mempunyai disiplin kerja rendah akan sukar mencapai kualitas pelayanan yang diharapkan.

Pendapat di atas menyatakan bahwa dengan menerapkan disiplin kerja yang tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan keduanya, maka dapat di lihat paradigma pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6

Paradigma Berpikir tentang Disiplin Kerja dan Kualitas Pelayanan
2.3   Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka penulis mengajukan hipotesis utama sebagai berikut :

1. Besarnya disiplin kerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung.
2. Besarnya disiplin kerja yang ditentukan oleh faktor-faktor : disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap pekerjaan, dan disiplin terhadap prosedur kerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan  UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung.
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Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner dalam Tjiptono (2006:70)
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